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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan data-data yang di 

peroleh, peneliti menyajikan data hasil penelitian beserta analisis pada pembahasan yang 

dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian tersebut menjawab  rumusan masalah tentang 

“Bagaimana praktik politik uang yang terjadi dalam Kontestasi Pemilihan Anggota BPD Didesa 

Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?”, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Perantara politik di pemilihan anggota BPD Desa Kore merupakan kerabat dari calon 

anggota BPD. Skup politik BPD yang tergolong kecil memungkinkan calon BPD beserta 

kerabatnya dapat menyentuh langsung masyarakat sebagai pemilih. Diperkuat oleh 

pengaruh keluarga calon yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. 

2. Tidak terdapat komitmen yang diberikan oleh anggota BPD terpilih kepada perantara 

politik. Relasi politik yang dimainkan berdasarkan pada hubungan kekeluargaan. 

Tuntutan kerabat sebagai perantara politik kembali pada tututan pemenuhan kebutuhan 

keluarga.  

3. Politik uang dalam pemilihan anggota BPD Desa Kore didasari dengan adanya pengaruh 

dan kepatuhan pemilih kepada kerabat kandidat yang memberi kredit kebutuhan 

pertanian dengan harga murah kepada masyarakat dusun wilyah keterwakilan kerabatnya 

bagi yang mau memilih. Sebaliknya tidak akan memberikan kredit apabila masyarakat 

tidak mau memilih.  

Strategi kandidat pada hari pemilihan untuk mencuri suara kandidat lain dengan cara 

menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000 selesai pemilih mencoblos 
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dengan membawa buktikan sobekan kecil kertas hasil coblosannya yang sesuai dengan 

warna latar foto calon dikertas suara.    

4. Pengaruh dari kerabat kandidat (patron) dapat menekan kepatuhan pelanggannya yang 

mengambil kredit (klien). Ada hubungan saling menguntungkan yang terjadi. Pada 

momentum pemilihan anggota BPD desa kore tepat pada momentum musim tanam 

jagung tiba. Masyarakat desa kore yang mayoritas adalah petani jagung di tuntut oleh 

kebutuhan pertaniannya yang harus terpenuhi. Pelanggan (klien)  adanya tekanan dari 

pemilik toko (patron) dengan adanya paksaan ataupun tanpa paksaan akan mengikuti 

perintah pemilik toko (patron).   

5.2 Saran 

Dengan masifnya tindakan politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa maupun 

pemilihan anggota BPD perlu diberi perhatian lebih agar politik uang tidak menjadi tradisi dalam 

masyarakat yang menganggap bahwa pembagian uang dalam pemilihan kepala desa maupun 

dalam pemilihan BPD merupakan suatu ajang untuk mencari keuntungan di para kandidat. 

Sebagaimana yang kita ketahuai bahwa larangan tindakan politik uang secara jelas telah 

diatur pada undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu dan undang-undang no 8 tahun 2016 

tentang pemilihan kepala daerah. 

Definisi pemilu berdasarkan pada undang-undang di atas merupakan pemilihan langsung 

presiden dan wakil presiden,dan pemilihan legislatif.Definisi pilkada pada undang-undang di atas 

merupakan pemilihan secara langsung gubernur dan wakil gubernur.Bupati wakil 

bupati/walikota.Sedangkan pemilihan kepala desa maupun pemilihan BPD tidak termaksud 

dalam definisi pemilu maupun pilkada sehingga larangan tindakan politik uang yang di atur pada 
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Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maupun di Undang-Undang no 8 Tahun 2016 tidak 

termaksud politik uang dalam pemilihan kepala desa maupun di pemilihan BPD. 

Pemilihan kepala desa telah di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 

desa dan pemilihan BPD telah diatur secara spesifik pada Permendagri No 110 tahun 2016. Pada 

peraturan tersebut mengatur tentang ruang lingkup tata kelola pemerintahanya tidak membahas 

tentang larangan politik uang dalam proses pemilihan kepala desa maupun pemilihan BPD.  

Dalam mencegah terjadinya praktek politik uang menurut penulis hal demikian harus di 

cegah sampai pada skup politik yang terkecil sekalipun.Tidak hanya mengatur pada ruang 

lingkup politik pada tingkat pemilu maupun di pilkada, apabila pada praktek politik uang 

dibiarkan secara bebas dimainkan pada pemilihan tingkat desa sama saja dengan membiarkan 

benih-benih koruptor tumbuh subur di pemerintahan desa, dengan besarnya anggaran dana desa 

yang di gelontorkan oleh pemerintah. 

Tidak adanya legitimasi hukum yang mengatur tindakan politik uang pada pemilihan 

tingkat desa merupakan kelemahan pemerintah dalam mencegah terjadinya  politik uang pada 

tingkat desa. Hal demikian pada skripsi ini peneliti memberikan saran merevisi Undang-Undang 

No 6 tahun 2014 tentang desa untuk membahas secara spesifik tentang larangan politik uang 

dalam pemilihan kepala desa. Hal demikian dapat memperkuat kualitas pemimpin desa dalam 

mendukung program pemerintah membangun indonesia mulai dari pinggir, melalui anggaran 

dana desa yang digelontorkan begitu besar oleh pemerintah.  
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